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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Tanah Laut merupakan pendidikan vokasi yang berdiri 

sejak 2009 dan berfokus pada penguasaan keterampilan mahasiswanya di berbagai 

bidang yang sesuai dengan keahlian. Terdapat beberapa jurusan di Politeknik 

Negeri Tanah Laut, di antaranya adalah jurusan Komputer dan Bisnis dengan 

Program Studi D3 Akuntansi. Prodi D3 Akuntansi Mempunyai Visi Menjadi 

Politeknik Unggulan dan Berdaya Saing Nasional Hal ini sesuai dengan tujuan dari 

Politeknik Negeri Tanah Laut, yaitu Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang 

berakhlak mulia, mandiri, mempunyai kemampuan dan keterampilan, kreatif serta 

inovatif dalam bidang keahliannya (excellent). Pencapaian Visi tersebut merupakan 

salah satu kurikulum di Prodi dengan mewajibkan adanya Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Praktik Kerja lapangan (PKL) adalah program yang dirancang untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan 

pengalaman kerja di dunia nyata. Tujuan PKL adalah untuk mendapatkan 

pengalaman langsung di dunia kerja karena memberikan pengalaman dan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia profesional.  

Salah satu contoh kegiatan PKL di Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah 

Laut yaitu mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL salah satunya di 

Instansi Pemerintahan, contohnya adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.   

Inspektorat merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan 

pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas 

dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Tujuan utama dari 

keberadaan inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan. Inspektorat memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan 

kualitas pengelolaan sumber daya serta layanan publik, selain itu Inspektorat 

bertugas untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan 

yang berlaku. Inspektorat juga memiliki peran dalam mendeteksi dan mencegah 

praktik korupsi, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta memberikan 

rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berwenang. 
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Pencegahan praktik korupsi di Instansi dapat dilakukan melalui peningkatan 

akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan di suatu instansi 

tersebut. Salah satu Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah laut 

yaitu dengan menggunakan  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai 

aplikasi pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, sehingga proses pencatatan 

keuangan pun lebih efisien. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek 

penting dalam pemerintahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik. Pengadaan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Tanah 

Laut  sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks 

ini, penerapan sistem E-Procurement melalui Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) menjadi solusi yang relevan. E-Procurement adalah penggunaan 

teknologi informasi untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa, dengan E-

Procurement, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan 

terintegrasi. Pengadaan yang efisien bertujuan untuk memberikan Akuntabilitas 

bagi pemerintah dan masyarakat. 

Salah satu keuntungan utama dari E-Procurement adalah Proses yang 

terbuka dan dapat diakses oleh publik membantu mengurangi risiko korupsi dan 

penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Dari latar belakang di atas, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa serta hubungannya 

dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Inspektrat Kabupaten Tanah Laut. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Flowchart alur pemesanan barang pada LPSE di Inspektorat 

Kabupaten Tanah Laut? 

2. Bagaimana E-Procurement dapat meningkatkan transparansi dalam proses 

pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut? 

3. Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggunaaan E-Procurement pada  

LPSE di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut? 

4. Apa kendala dan upaya dalam implementasi E-Procurement di Inspektorat 

Kabupaten Tanah Laut 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada laporan PKL yaitu penulis hanya akan membahas 

mengenai penerapan  LPSE di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. 

1.4 Tujuan 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Flowchart alur pemesanan barang pada  

LPSE di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana E-Procurement dapat 

meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di 

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja manfaat yang diperoleh dari 

penggunaaan E-Procurement pada aplilasi LPSE di Inspektorat Kabupaten 

Tanah Laut 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaca dalam  implementasi 

E-Procurement di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 

1.5 Manfaat 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa  

a) Mendapatkan pengetahuan dan manfaat tentang E-Procurement dan 

aplikasinya dalam pengadaan barang dan jasa 

b) Mengetahui dan menangalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam 

implementasi E-Procurement  di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 

2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi 

a) Penguatan kerjasama antara Politeknik Negeri Tanah Laut dan instansi 

b) Dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat apakah terdapat kesesuaian 

antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di dalam 

perkuliahan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja.  

3. Manfaat Bagi Instansi 

a) Menjalin kerjasama antara Politeknik Negeri Tanah Laut dengan 

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut  

b) Membantu menyelesaikan pekerjaan di perusahaan dengan lebih efektif 

dan efisien. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT 

KABUPATEN TANAH LAUT 

2.1 Profil Inspektorat  

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu SKPD  di 

Kabupaten Tanah Laut  yang berlokasi di Jalan A.Syairani, Angsau, Kecamatan 

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815. Inspektorat 

Kabupaten Tanah Laut adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan 

pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Lembaga ini memiliki peran penting 

dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan 

anggaran daerah. Inspektorat juga bertanggung jawab untuk melakukan audit, 

pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah di tingkat 

kabupaten, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan 

berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas 

lainnya. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berfokus pada peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan penyusunan rekomendasi untuk perbaikan di berbagai sektor. 

Dengan pendekatan yang berorientasi pada hasil, Inspektorat mendukung 

pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Laut, serta berkontribusi pada 

pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.2 Visi dan Misi 

1. Visi 

Visi Inspektorat Tanah Laut adalah terwujudnya pengawasan internal 

Pemerintah yang professional untuk mendukung pemerintahan yang baik 

2. Misi  

a) Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan 

b) Mendorong terwujudnya managemen pemerimtahan yang baik 
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         Makna Visi dan Misi : 

1) Aparat pengawasan intenal pemerintah adalah aparat pengawas internal 

pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya mengawasi/memeriksa 

pertanggungjawaban keuangan daerah 

2) Profesional adalah bekerja sesuai standar profesi yang ada, baik standar 

perilaku auditor yang ditetapkan oleh BPKP, maupun Mendagri tentang 

norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah 

3) Pemerintah yang baik adalah hubungan antara pemerintah, dunia usaha 

dan masyarakat yang dilakukan dengan selaras, seimbang dan serasi, 

dimana pemerintah yang baik itu ditandai dengan tiga pilar elemen dasar 

yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu transparansi, partisipasi 

dan akuntabilitas. 

2.3 Peran dan Tujuan Inspektorat  

1. Peran Inspektorat  

a) Melakukan pengawasan terhadap kinerja, keuangan, dan kepatuhan 

terhadap peraturan di berbagai unit kerja dalam organisasi pemerintahan 

b) Memeriksa dan menilai penggunaan anggaran, pelaksanaan program 

kerja, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku 

c) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pihak 

berwenang sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan 

d) Memantau dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan diikuti 

dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait. 

2. Tujuan Inspektorat  

Tujuan utama dari keberadaan inspektorat adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan. Inspektorat memainkan peran kunci dalam menjaga integritas 

dan kualitas pengelolaan sumber daya serta layanan publik. 
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2.4 Struktur Organisasi 

 

 

2.5 Tanggung Jawab dan Fungsi Unit 

Dalam setiap Instansi Pemerintahan yang memiliki struktur organisasi, tentunya 

terdapat departemen yang memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing masing. 

Adapun departemen Inpektorat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki fungsi dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Inspektur 

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh 

Perangkat Daerah 
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2. Sekertaris  

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, 

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, 

administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta 

ketatausahaan, dan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur 

di lingkungan Inspektorat. 

3. Sub Bagian Perencanaan  

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan 

menyiapkan rancangan peraturan perundang- undangan, dokumentasi dan 

pengelolaan data pengawasan serta menyusun rencana anggaran. 

4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan 

evaluasi dan pelaporan. 

5. Sub Bagian Administrasi dan Umum 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan, mengelola 

administrasi kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksaan, perpustakaan, 

hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan keuangan. 

6. Inspektur Pembantu I, II, III dan Khusus 

Inspektur Pembantu I, II, III, dan Irban IV mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh 

Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa oleh desa. 

Berikut ini adalah wilayah kerja Irban I sampai dengan Irban V di Inspektorat 

Kabupaten Tanah Laut : 

a) Irban I 

1) Dinas PUPRP 

2) BKPSDM 

3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

4) Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
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5) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  

6) Dinas Perhubungan  

7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

8) Kecamatan Jorong 

9) Kecamatan Kurau 

10) Kecamatan Bajuin 

11) Kelurahan Pabahanan 

b) Irban II 

1) Dinas Kesehatan 

2) Dinas Kominfo 

3) Dinas Pariwisata  

4) Dinas PMD 

5) BPKAD 

6) Dinas P2KBP3A 

7) Setwan  

8) Kecataman Kintap 

9) Kecamatan Pelaihari (Sebagian) 

10) Kecamatan panyipatan 

11) Kelurahan Sarang Halang 

12)  

c) Irban III 

1) BAPPEDA 

2) DPMPTSP 

3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan 

5) Satpol PP dan Damkar 

6) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  

7) Kecamatan Bumi Makmur 

8) Kecamatan Pelaihari (Sebagian) 

9) Kecamatan Batu Ampar  

10) Kelurahan Karang Taruna  
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d) Irban IV 

1) SETDA 

2) Dinas Kependudukan dan Capil  

3) Istanhorbun  

4) Disnakeswan 

5) DPRKPLH 

6) Dinsos 

7) Bapenda  

8) BPBD 

9) Kecamatan Tambang Ulang  

10) Kecamatan Bati-Bati 

11) Kecamatan Takisung  

12) Kelurahan Angsau  

e) Irban  Khusus  

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan 

pemeriksaan khusus, penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat, 

pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif dan 

koordinasi upaya penegakan integritas serta pencegahan korupsi di 

lingkungan Pemerintah Daerah 

2.6 Jam Kerja Karyawan 

Berikut ini adalah tabel waktu kerja karyawan yang ada di Inspektorat 

Kabupaten Tanah Laut. 

Tabel 2.1 Jam Kerja Karyawan 

Hari Jam Kerja Istirahat 

Senin 08.00 – 16.30 WITA 12.00 – 13.30 WITA 

Selasa  08.00 – 16.30 WITA 12.00 – 13.30 WITA 

Rabu 08.00 – 16.30 WITA 12.00 – 13.30 WITA  

Kamis 08.00 – 16.30 WITA  12.00 – 13.30 WITA 

Jumat 08.00 – 11.30 WITA   - 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Kajian Penelitian Terkait 

Berikut merupakan Kajian Pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai 

pedoman dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Kajian Pustaka 

No 
Penelitian dan 

Tahun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Pembahasan 

1. (Riyadi & 

Hasanah, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Implementasi E-

Procurement Dan 

Akuntabilitas 

Terhadap Efisiensi 

Pengadaan Barang 

Dan Jasa Pada Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Probolinggo 

Kesimpulan dari penelitian 

ini yaitu, Implementasi E-

Procurement dan 

Akuntabilitas secara 

simultan berpengaruh 

terhadap Efisiensi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Probolinggo. 

Implementasi E-

Procurement dan 

Akuntabilitas telah terbukti 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Efisiensi 

Pengadaan Barang Dan Jasa 

pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Probolinggo. 

2. (Yatiningrum & 

Tyas, 2022) 

Pengaruh E-

Procurement dan 

Akuntabilitas 

Terhadap Efesiensi 

E-Procurement berpengaruh 

terhadap Efesiensi 

Pengadaan Barang/Jasa, 

guna meningkatkan 
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No 
Penelitian dan 

Tahun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Pembahasan 

Pengadaan 

Barang/Jasa Pada 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten 

Majalengka 

efektifitas dari sistem 

Pengadaan Barang/Jasa ini, 

hendaknya seluruh kegiatan 

pengadaan barang/jasa 

dilakukan pada sistem E-

Procurement. Agar dapat 

mengoptimalkan sistem E 

Procurement dengan lebih 

baik lagi. Jadi, seluruh 

proses pengadaan dari mulai 

perencanaan, realisasi 

belanja, hingga hasil yang 

akan dijadikan bahan 

evaluasi-pun dapat dilihat 

dalam satu sistem. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ahmad et al., 

2020) 

Implementasi E-

Procurement Dalam 

Pengadaan Barang 

Dan Jasa Di Bagian 

Layanan Pengadaan 

Barang Dan Jasa 

Pemerintah (Blpbj) 

Sekretariat Daerah 

Kota Makassar 

Berdasarkan hasil analisis 

dari peneliti dapat 

disimpulkan bahwa 

implementasi E-

procurement dalam 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah di Bagian 

Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa (BLPBJ) 

Sekretariat daerah Kota 

Makassar 

   komunikasi online 

memberikan aksesbilitas dan 

fleksibilitas pertukaran 

informasi antara admin 
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No 
Penelitian dan 

Tahun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Pembahasan 

layanan pengadaan secara 

elektronik kepada user 

sehingga dapat 

meningkatkan efisisensi 

penggunaan waktu dan 

materi untuk memungkinkan 

segala proses kegiatan dapat 

berjalan dengan efektif 

4 (Ada et al., 2020) Analisis Pengawasan 

Inspektorat Daerah 

Terhadap Pelaksanaan 

E Procurement Pada 

Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara 

Pengawasan oleh 

Inspektorat masih terbatas 

pada kegiatan Probity Audit, 

yang tidak menjangkau 

semua paket pekerjaan dan 

hanya dilakukan di tahap 

tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

pengawasan yang ada belum 

sepenuhnya efektif dalam 

memastikan akuntabilitas 

dan transparansi proses 

pengadaan. 

 

5 (Lutfia Rahman et 

al., 2021) 

Efektivitas Pengadaan 

Barang/Jasa Secara 

Elektronik (E-

Procurement) Di 

Kantor Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Peneliti dan menyimpulkan 

bahwa penerapaan 

pengadaan barang dan jasa 

pemerintah berbasis 

elektronik di Pemerintah 

Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan oleh Unit Layanan 

Pengadaan Secara 
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No 
Penelitian dan 

Tahun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Pembahasan 

Elektronik (LPSE) sudah 

cukup efektif, diukur 

berdasarkan indikator 

efektivitas menurut Duncan 

yakni pencapaian tujuan, 

integrasi, dan adaptasi. 

 

3.2 Teori Dasar 

3.2.1 Pengadaan dan Logistik 

Menurut Christopher (2005) dalam (Rahardjo, et al., 2022)  logistik adalah proses 

yang secara strategis mengelola 

pengadaan, pergerakan, dan penyimpanan material, suku cadang, dan barang jadi 

serta aliran informasi yang terkait melalui organisasinya. Seiring dengan berjalannya 

waktu, banyak istilah yang terkait dengan logistik yang diantaranya adalah distribusi, 

pengadaan dan pasokan, aliran produk, dan logistik pemasaran (Rushton, Croucher, 

& Baker, 2014). 

Beberapa cara dalam pengadaan logistik menurut Febriawati (2013) adalah sebagai 

berikut:  

1. Purchasing, umumnya untuk barang yang habis pakai 

2. Leasing , alat kedokteran yang kecanggihannya dapat berubah setiap saat atau 

pesat sekali, pada umumnya cukup dengan menyewa saja 

3. Meminjam 

4. Hibah atau pemberian atau sumbangan, biasanya yang diinginkan adalah sesuai 

dengan kebutuhan kita, sebab kalau tidak maka tidak akan berguna 

5. Penukaran 

6. Produce, biasanya produksi obat obatan 

7. Repair  

3.3 Pengadaan Barang dan Jasa  

Menurut Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 1 disebutkan bahwa pengadaan 

barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh 
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kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang atau jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai 

dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh 

penyedia barang atau jasa. (N. Safithri, 2022) 

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting 

dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik di berbagai daerah. Tujuan dari pengadaan barang atau jasa pemerintah 

berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, 

diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia 

2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri 

3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 

4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional 

5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil 

penelitian 

6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif 

7. Mendorong pemerataan ekonomi 

8. Mendorong pengadaan berkelanjutan. 

3.4 E-Procurement  

3.4.1.1 Pengertian E-Procurement 

E-Procurement (electronic procurement) adalah proses pembelian, 

penjualan barang, equipment, pekerjaan, dan jasa melalui antar muka web atau 

aplikasi. Sistem engadaan online ini dirancang untuk memusatkan dan mengautomasi 

interaksi antara perusahaan, pelanggan, dan vendor pengadaan untuk meningkatkan 

kecepatan dan efisiensi dalam proses procurement (Yudhistira, 2024). Implementasi 

procurement sangat  diperlukan   karena  dengan procurement yang diterapkan  pada  

pengadaan  barang/jasa  dapat  meminimalisir  kecurangan  karena  dengan sistem  

ini  pengadaan  barang/jasa  lebih  transparan  dan  akuntabilitas,  sehingga  

menghasilkan tawaran   yang   rasional,   tidak   diskriminatif,   efektiv   dan   efisien 

(Yusni, 2022) 



 

15 

 

3.4.1.2   Prinsip Dasar E-Procurement 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 

tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip-prinsip dalam penerapan E- 

Procument adalah sebagai berikut:  

1. Transparansi. Semua proses yang berhubungan dengan prosedur      maupun 

administrasi harus bersifat transaparan, hal ini bertujuan untuk agar dapat 

memberikan kesempatan kepada siapapun untuk ikut serta dalam penggunaan 

E-Procurement. 

2. Terbuka. Semua penyedia jasa mengharapkan adanya prinsip keterbukaan 

dalam proses pengadaan barang/jasa agar tidak menimbulkan kecurigaan 

dalam praktiknya termasuk pada saat pemilihan pemenang penyedia jasa.  

3. Bersaing. Dalam setiap tahapan diharapkan proses E-Procurement didorong 

oleh terjadinya persaingan yang sehat agar tidak timbul conflic on interes dan 

agar tidak dihambat oleh hal - hal yang menyebabkan persaingan menjadi tidak 

sehat.  

4. Adil/Tidak Diskriminatif. Memberlakukan semua dengan adil adalah hal yang 

utama dalam mencapai good governance dan dilarang untuk memberikan atau 

mementingkan kepentingan sendiri guna mendapatkan keuntungan pribadi. 

5. Akuntabel. Adanya pengawasan terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan 

untuk mengawasi mekanisme dalam menghadapi keluhan yang dilakukan oleh 

penyedia jasa. 

3.5 Akuntabilitas 

Menurut Halim (2014), dalam (Purnamasari, 2021) akuntabilitas adalah 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan dari sebuah organisasi kepada 

pihak yang mempunyai kewenangan dan hak untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban.  

Dikutip dari modul akuntabilitas yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi 

Negara, terdapat tiga fungsi penting dari akuntabilitas, di antaranya:  

1. Sebagai Alat Monitor Akuntabilitas berfungsi sebagai cara untuk melakukan 

monitor tugas atau kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang untuk 

dipertanggungjawabkan. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat 

ukur keberhasilan kerja dan alat untuk Mengevaluasi kerja. 



 

16 

 

2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Fungsi akuntabilitas yang kedua 

adalah menjadikan kinerja menjadi lebih efektif dan juga efisien. Pekerjaan 

menjadi lebih efektif serta efisien karena akuntabilitas memungkinkan adanya 

evaluasi yang dilakukan secara berkala. 

3. Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan. Akuntabilitas juga 

berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang 

berkuasa, misalnya melakukan korupsi. Seseorang yang memegang prinsip 

akuntabilitas akan menghindarkan dirinya dari tindakan tersebut karena merasa 

harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. (Pahlephi, 2022) 

3.6 Transparansi  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Hari 

Sabarno (2007:38)  transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata 

pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan 

kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. 

Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan 

pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. (Purnamasari, 2021) 

3.7    Pengertian SIA 

Menurut (Hastuti, 2022) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan 

sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas yang dilaksanakan perusahaan, khususnya transaksi keuangan dan transaksi 

non-keuangan yang secara langsung memengaruhi pemprosesan transaksi keuangan 

perusahaan. Selanjutnya mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna 

bagi pihak manajemen dan membuat perencanaan serta menyediakan pengendalian 

yang memadai untuk menjaga aset-aset perusahaan. Tanpa adanya SIA yang 

mengawasi aktivitas-aktivitas yang berlangsung, perusahaan akan mengalami 

kesulitan untuk menentukan seberapa baik kinerjanya dan juga akan mengalami 



 

17 

 

kesulitan dalam menelusuri bagaimana pengaruh-pengaruh dari berbagai aktivitas 

atas sumberdaya-sumberdaya yang ada dibawah pengawasannya. 

3.7.2   Jenis Flowchart 

   Flowchart sendiri terdiri dari lima jenis, masing-masing jenis memiliki 

karakteristik dalam penggunaanya. Berikut adalah jenis-jenisnya: 

1. Flowchart dokumen 

Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian 

ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan di proses, dicatat dan 

disimpan 

2. Flowchart program 

Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. 

Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain: Flowchart logika 

program (program logic Flowchart) dan Flowchart program komputer terinci 

(detailed computer program Flowchart). 

3. Flowchart proses 

Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan 

cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu 

prosedur atau sistem. 

4. Flowchart sistem 

Yang keempat ada Flowchart sistem. Flowchart sistem adalah Flowchart 

yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di 

dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu Flowchart sistem juga 

menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. 

5. Flowchart skematik 

Terakhir ada Flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur 

suatu sistem, hampir sama dengan Flowchart sistem. Namun, ada perbedaan 

dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain 

simbol-simbol, Flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar 

komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan 

Flowchart untuk orang awam. 
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3.7.1    Pengertian Flowchart 

Menurut (Fikri, 2024) Flowchart adalah metode visual yang digunakan untuk 

merepresentasikan alur logika dan eksekusi dalam suatu program atau proses. Dalam 

Flowchart, algoritma atau langkah-langkah diwakili menggunakan simbol-simbol 

standar. Kelebihan penggunaan Flowchart termasuk mempermudah pemahaman, 

menyederhanakan kompleksitas, memudahkan analisis dan pemecahan masalah, 

serta efektif dalam mendokumentasikan proses. Sedangkan menurut (Setiawan, 

2021) Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-

langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap 

langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah 

panah. 

3.7.3   Fungsi Flowchart 

1. Visualisasi Proses 

Flowchart menyajikan setiap langkah dalam suatu proses menggunakan  

simbol dan panah, membuatnya mudah dipahami. Dengan visualisasi yang 

jelas, pengguna dapat dengan cepat mengikuti alur dan memahami interaksi 

antar langkah. 

2. Analisis Proses 

Dengan memetakan proses secara visual, Flowchart memungkinkan 

identifikasi bottleneck atau langkah-langkah yang menyebabkan inefisiensi. 

Hal ini membantu organisasi untuk mengevaluasi kinerja dan menemukan 

area yang dapat dioptimalkan. 

3. Komunikasi 

Flowchart berfungsi sebagai alat komunikasi efektif antar anggota tim, 

mengurangi potensi kesalahpahaman. Dengan representasi visual yang 

konsisten, semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama tentang proses 

yang dijalankan. 

4. Dokumentasi 

Flowchart menyediakan dokumentasi visual yang berguna untuk merekam 

prosedur yang ada. Ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi di masa depan, 

tetapi juga membantu dalam kepatuhan terhadap regulasi atau standar yang 

ditetapkan. 
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5. Pelatihan 

Dalam konteks pelatihan, Flowchart berperan sebagai panduan yang 

mempermudah pemahaman bagi karyawan baru. Dengan menggunakan 

Flowchart, instruktur dapat meningkatkan retensi informasi dan 

membimbing peserta pelatihan melalui proses yang kompleks. 

6. Pengambilan Keputusan 

Flowchart membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan 

menyajikan berbagai opsi dan konsekuensi secara visual. Ini memungkinkan 

pengambil keputusan untuk menganalisis pilihan dengan lebih baik dan 

memilih alternatif yang paling sesuai. 

7. Perencanaan Proyek 

Dalam manajemen proyek, Flowchart digunakan untuk merencanakan dan 

menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. 

Dengan memvisualisasikan alur kerja, tim dapat mengidentifikasi sumber 

daya yang dibutuhkan untuk setiap tahap. 

3.7.4    Simbol-simbol Flowchart 

 Berikut ini simbol-simbol pada Flowchart beserta fungsinya : 

Tabel 3.7.4 simbol dalam flowchart dan fungsinnya  

No Simbol Nama Fungsi 

1 

 

 

 

 

 

Simbol Arus Simbol yang 

digunakam untuk 

menggabungkan 

antara simbol yang 

satu dengan yang 

lainnya 

2 

 Simbol Terminal Simbol yang 

menyatakan awal 

atau akhir dari suatu 

program 

3 

 Simbol Manual Simbol yang 

menyatakan suatu 

proses yang 
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No Simbol Nama Fungsi 

dilakukan secara 

manual 

4 

 Simbol Proses Simbol yang 

menyatakan suatu 

proses yang 

dilakukan dengan 

komputer 

5 

 Simbol Decision Simbol yang 

menunjukkan 

kondisi tertentu yang 

akan menghasilkan 

kemungkinan 

jawaban ya atau tidak 

6 

 Simbol Arsip 

Permanen 

Simbol yang 

menunjukkan adanya 

pengarsipan secara 

permanen 

7 

 Simbol Dokumen Simbol yang 

menyatakan 

dokumen dalam 

bentuk kertas, atau 

output yang perlu 

dicetak diatas kertas 

 

8 

 Simbol Input/ 

Output 

Simbol yang 

menyatakan  

fungsi input atau 

output dalam 

program 

  Sumber : (Imelda Dian Rahmawati., 2018) 

 

 



 

21 

 

BAB IV 

METODE PELAKSANAN 

4.1 Waktu dan Tempat PKL 

 

 

Gambar 4.1 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan selama 6 bulan, 

terhitung mulai dari tanggal 13 Oktober 2024 s/d 11 April 2024. Dengan jadwal 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan dalam 1 minggu terdapat 5 hari kerja, yang dimulai 

pada hari senin sampai dengan hari Jumat, dengan jam Kerja dimulai dari pukul 08.00 

s/d 16.30 WITA untuk hari senin sampai dengan hari kamis dan Pukul 08.00 s/d 

11.30 untuk jam kerja pada hari Jumat. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut  yang beralamat di Jalan 

A.Syairani, Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan 

Selatan 70815. Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis ditempatkan di 

Bagian Administrasi Umum. 
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4.2 Kegiatan dan Metode PKL 

1. Membantu tim pengguna LPSE 

Pada tahap ini, saya membantu tim pengguna LPSE, yaitu adalah plt 

Sekretaris (Kasubbag Administrasi dan umum), yaitu ibu Zarina 

Humairah, serta bendahara pengeluaran yaitu ibu Dewi Astusi Chairiah, 

A.Md, Ak . 

Pada tahap menggunakan aplikasi LPSE ada beberapa tahapan dalam 

mengaplikasikannya, yaitu :  

a) Login Aplikasi E-Procurement atau LPSE 

b) Melakukan pengecekan DPA (Daftar Perencanaan Anggaran) 

c) Pemilihan Vendor sesuai dengan barang yang ingin dibeli sesuai 

dengan DPA 

d) Melakukan perbandingan harga antar toko yang dipilih dengan toko 

lainnya 

e) Melakukan Order Barang 

f) Menunggu Konfirmasi dari pihak vendor 

g) Download bukti serah terima dan nota pembelian 

h) Meminta tanda tangan kepada pembeli dan vendor 

i) Bendahara mengeluarkan bukti kwitansi 

j) Bendahara melakukan pembayaran 

k) Penerimaan pesanan datang  

l) Upload bukti nota yang telah di tandatangani oleh vendor  dan 

pemesan 

2. Rekap SPJ pada excel  

3. Rekap SPJ di aplikasi SIKAT 

4. Rekap bukti perjalanan dinas  

5. Mengikuti rapat di UPBJ 

6. Mengarsipkan surat  

7. Membantu membuat E-Bupot pada Coretax 

8. Membantu membuat kwitansi pembayaran 

9. Mengarsipkan surat masuk serta bukti setor diruang pengarsipan surat  

10. Rekap Pajak daerah tahun 2024 
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11. Rekap bukti perjalaanan dinas 2024 untuk keperlukan BPK 

12. Menghitung pph 21  

13. Survei harga dan melakukan perbandingan harga untuk pemesanan di 

aplikasi LPSE berdasarkan DPA 

4.3 Metode PKL  

1. Tahap Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis dalam melakukan penelitian di tempat PKL yaitu sebagai berikut: 

a) Metode Obsevasi 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi 

penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau 

membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang 

dilakukan. (Zakky, n.d.).  Observasi pada laporan PKL ini, 

berdasarkan pengamatan dan pelaksaan kegiatan PKL di 

Inspektorat kabupaten Tanah Laut 

b) Wawancara 

Dalam Penelitian ini, saya melakukan wawancara untuk 

menambah sumber informasi mengenai penggunaan, manfaat serta 

kendala dalam mengaplikasikan aplikasi LPSE. Pada tahap 

wawancara ini, saya melakukan wawancara bersama dengan 

Kasubbag Adminstrasi dan Umum sekaligus Plt.Sekertaris yaitu 

ibu Za’arina Humairah, SE dan juga Ibu Nahdhatuzzahra, S.Kom 

Selaku pegawai yang Biasanya menggukaan akun LPSE untuk 

melakukan pengadaan barang/jasa  

c) Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini, saya mendapatkan informasi tambahan dari 

sumber website dan jurnal terkait dengan materi LPSE, saya 

membandingkan beberapa jurnal terkait yang kemudian saya teliti 

lebih lanjut. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

 Kegiatan pada hari pertama PKL pada tanggal 13 Oktober 2024 dimulai 

dengan adaptasi lingkungan dan berkenalan dengan para karyawan. Penulis 

ditempatkan dibagian Administrasi dan Umum selama 6 bulan. 

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan penulis selama PKL Inspektorat 

Kabupaten Tanah laut. 

1. Kegiatan dalam pengadaan barang pada LPSE 

a) Login Aplikasi E-Procurement atau LPSE 

Gambar 5.1.1 Login LPSE 

Hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan pengadaan 

barang atau jasa pada aplikasi LPSE yaitu login ke dalam aplikasi 

menggunakan user  dan Password yang sesuai 
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b) Melakukan pengecekan DPA    

  Gambar 5.1.2 Dokumentasi DPA 

Gambar 5.1.2 merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 

DPA adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui 

pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Sebelum melakukan order barang, hal yang 

harus dilakukan adalah melihat data DPA (daftar Perencanaan 

Anggaran) dari barang yang ingin dibeli 

c) Pemilihan Vendor sesuai dengan barang yang ingin dibeli sesuai 

dengan DPA 

 

Gambar 5.1.3 Pemilihan Vendor 



 

26 

 

Setelah mengetahui batas maksimum penggunaan uang untuk 

pengadaan barang yang sesuai dengan DPA, maka langkah 

selanjutnya adalah mencari vendor yang menyediakan barang yang 

ingin diadakan dan budget sesuai dengan batas maksimum DPA. 

d) Melakukan perbandingan harga antar toko yang dipilih dengan toko 

lainnya  

 

Gambar 5.1.4 Membuat Kertas Kerja Referensi 

Pada proses ini dilakukan perbandingan harga antara toko yang dipilih 

dengan toko lainnya yang tentunya memiliki jumlah akumulasi harga 

yang lebih besar dengan toko yang akan dipilih. Perbandingan 

dilakukan dengan bebepa jumlah produk yang serupa dan disertakan 

alasan mengapa memilikih toko tersebut. 
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e)   Melakukan Order Barang 

 

Gambar 5.1.5 Order barang di LPSE 

Pada proses ini dilakukan pengorderan barang dengan mengisi 

beberapa data pendukung sebelum order, seperti sumber dana, 

program, kegiatan, sub kegiatan, nomor rekening, nama pajak, nama 

PA/ jabatan PA, serta kerta kerja referensi atau perbandingan harga 

toko yang dipilih dengan toko lainnya dalam bentuk file pdf. 

f) Menunggu Konfirmasi dari pihak vendor 

 

 

Gambar 5.1.6 Konfirmasi Vendor 

  Pada tahap ini, pemesan menunggu konfirmasi dari penyedia agar 

pesanan bisa di proses, dan apabila telah di konfirmasi oleh penyedia 

akan mendapatkan bukti serah terima dan nota pembelian. 
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g) Mencetak Nota dan serahterima 

 

Gambar 5.1.7 Mendapat Nota dan Serah terima 

  

Pada proses ini, telah dilakukan transaksi yang berarti telah 

dikonfirmasi oleh vendor dan kemudian mendapatkan bukti nota dan 

serah terima. 

h) Meminta minta tanda tangan kepada pihak penyedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1.8 Nota dan serah terima bertanda tangan vendor 
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   Bukti Nota dan Serah terima yang telah di cetak akan di tanda tangani 

oleh pemesan dan juga  vendor. 

i) Bendahara mengeluarkan bukti kwitansi 

 

Gambar 5.1.9 Bukti Kwitansi  

Transaksi pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan 

persetujuan kasubbag adum dan Inspektur. Pembayaran bisa 

dilakukan sebelum barang datang atau sesudah barang datang, 

tergantung dari persetujuan antara vendor dengan Instansi. Apabila 

telah dilakukan pembayaran maka akan muncul notifikasi selesai pada 

aplikasi LPSE. 
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j) Upload bukti nota yang telah di tandatangani oleh vendor dan 

pemesan 

 

k) Penerimaan pesananan datang  

 

Gambar 5.1.11 Dokumentasi pesananan datang 

Langkah selanjutnya adalah penerimaan pesanan barang yang telah 

dikirim  oleh vendor yang diterima oleh bendahara barang. Berikut ini 

adalah dokumentasi penerimaan barang. Setelah Mendapatkan 

persetujuan dari vendor serta mendapatkan Nota dan Kwitansi, vendor 

akan memproses pesanan dan kemudian mengantarkan pesanan ke 

Instansi terkait yaitu Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. 

 

Gambar 5.1.10 Bukti Serah Terima bertanda tangan vendor 
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l) Penginputan Nota dan Kwitansi pada Aplikasi LPSE  

 

 

Gambar 5.1.12 Dokumentasi input nota dan kwitansi  

Langkah terakhir yaitu adalah penginputan nota dan kwitansi pada 

aplikasi LPSE yang dilakukan oleh bendahara dengan nota dan 

Kwitansi yang terlampir bersamaan dengan SPJ terkait, maka nota 

beserta kwitansi di upload pada aplikasi LPSE sebagai bukti bahwa 

proses jual beli telah dilakukan dan status pada sistem akan berubah 

menjadi selesai  

2. Merekap SPJ di Aplikasi SIKAT  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Aplikasi SIKAT adalah aplikasi Sistem Informasi Komputer Terpadu yang 

digunakan untuk pengelolaan keuangan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

pelaporan transfer dana daerah, konsultasi bidang keuangan daerah, 

konsultasi bidang keuangan daerah dan lain-lain.  dengan upload SPJ yang 

Gambar 5.2 Dokumentasi rekap SPJ 
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berisi No.BKU, Kode Rekening, tanggal dibayarkan, nama penerima serta 

jumlah yang dibayarkan 

3.   Rekap Pajak Daerah tahun 2024 

 

Gambar 5.3 Dokumentasi rekap pajak daerah  

 

  Gambar 5.2 Merupakan dokumentasi saat merekap pajak tahun 

2024, pajak yang terdapat pada SPJ biasanya di fotocopy yang 

kemudian di arsipkan dalam satu ordner yang berisikan pajak daerah 

dan pajak pusat. 
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1. Merekap SPJ di Excel 

 

Gambar 5.4 Dokumentasi rekap SPJ 

Gambar 5.4 merupakan dokumentasi merekap SPJ atau surat 

pertanggungjawaban tahun 2024 
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2. Mengikuti Rapat di UKPBJ terkait LPSE 

 

Gambar 5.5 Mengikuti Rapat di UKPBJ 

Gambar 5.4 Merupakan dokumentasi saat mengukuti Rapat di UKPBJ 

(Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) bersama bendahara pengadaan 

Barang dan Jasa , agenda rapat terkakait cara penggunaan LPSE 

dalam menginput sejumlah uang yang dikeluarkan uuntuk membeli 

barang atau jasa pada aplikasi LPSE 
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3. Rekap Perjalanan Dinas  

 

Gambar 5.6 Dokumentasi rekap peralanan dinas  
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4. Membantu melakukan pengecekan harga barang di Sosialita 

 

Gambar 5.7 Melakukan survei harga barang 

 

 Pada Gambar 5.7 saya membantu Plt Sekertaris sekaligus Kasubbag 

Administrasi dan umum dalam melakukan pengecekan harga barang 

berupa ATK yang ingin dilakukan pengadaan. Pengecekan harga ini 

menggunakan aplikasi sosialita, yang kemudian harga yang tertera 

tersebut dibandingkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA). 
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5.2      Penjelasan Mekanisme Flowchart Pemesanan Barang pada LPSE 

Proses pemesanan barang pada LPSE di awali dengan pengecekan DPA yang 

dilakukan oleh pemesan. Sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa secara 

elektronik melalui LPSE, pemesan harus mengetahui barang apa saja yang perlu 

diadakan pada tahun tersebut dengan jumlah barang dan anggaran yang yang tertera 

pada PDA. Setelah mendapatan informasi detail pada DPA, pemesan dapat login di 

LPSE dengan memasukkan user dan password yang sesuai, kemudian melihat pada  

E-Catalog untuk toko mana saja yang menyediakan barang yang ingin dibeli 

dengan harga yang tidak melebihi DPA, lalu  pembeli memilih vendor yang cocok. 

Setelah memilih vendor, maka Langkah selanjutnya adalah membuat kertas kerja 

referensi. Kertas kerja referensi adalah perbandingan harga dari toko yang dipilih 

dengan toko lainnya, perbandingan ini berisi perbandingan harga dan alasan dari 

memilih toko tersebut. Apabila pemilihan toko sudah sesuai dan telah membuat 

kertas kerja, maka pemesan dapat melakukan order barang pada LPSE dengan 

memasukkan data yang diperlukan.  

Setelah proses order barang oleh pemesan, pihak vendor akan login pada 

LPSE dan melihat notifikasi permintaan pembelian, kemudian memilih pelaksana 

pekerjaan yang memesan barang, dalam konteks ini adalah Inspektorat Kabupaten 

Tanah Laut. Ketika pemesan melakukan order barang, biasanya apabila jumlah 

yang tertera di atas DPA, maka pemesan akan melakukan negosiasi ketika order 

barang, dan apabila vendor tidak menyetujui harga nego yang di minta oleh 

customer, maka pesanan akan dikembalikan oleh pemesan, sehingga pemesan bisa 

melakukan order kembali dengan merubah negosiasi sebelumnya, ataupun pemesan 

bisa membatalkan pemesanan dan mencari vendor lainnya. Namun, apabila vendor 

menyetujui negoisasi tersebut, maka vendor akan mengirimkan persetujuan dan 

pada LPSE akan muncul bukti nota dan serah terima yang dapat di download oleh 

pemesan dan kemudian ditandatangani oleh pemesan, setelah itu diserakan kepada 

vendor untuk ditandatangani. Apabila telah ditandatangi oleh kedua belah pihak, 

maka pemesan harus upload bukti tersebut di LPSE, kemudian melaporkan kepada 

bendahara bahwa telah melakukan pemesanan. Setelah medapatkan laporan 

pemesanan, bendahara membuat bukti kwitansi dan melakukan pembayaran kepada 

vendor. Setelah itu, vendor mengirimkan barang kepada ruang pemesan, dimana 



 

38 

 

dalam konteks ini adalah bagi bagian Administrasi dan Umum (ADUM). Pada 

bagian adum, Ketika menerima pesanan dari vendor, maka akan dilakukan 

pengecekan barang untuk memastikan bahwa jenis dan volume barang yang 

dipesan telah sesuai dari permintaan pesanan. Apabila barang telah sesuai, maka 

adum akan melaporkan kepada bendahara, setelah itu, bendahara mengumpulkan 

bukti nota, dan kwitansi serta upload kembali pada sistem LPSE, hingga proses 

pada sistem berubah menjadi selesai. 
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Gambar 5.1 Flowchart Prosedur Pemesanan Barang di LPSE 
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5.3    Hasil Wawancara 

  Untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai LPSE, saya 

melakukan wawancara dengan : 

1. Ibu zariana Humairah, SE selaku Plt Sekertaris sekaligus Ketua Sub 

Bagian Administrasi Umum  

2. Ibu Dewi Astuti Chairiah Amd.Ak, selaku bendahara pengeluaran  

 Berikut adalah beberapa pertanyaan  wawancara : 

a) Hasil wawancara bersama dengan Ibu zariana Humairah, SE selaku Plt 

Sekertaris sekaligus Ketua Sub Bagian Administrasi Umum 

1) Apakah E-Procurement dapat meningkatkan transparansi dalam 

proses pengadaan barang dan jasa di inspektorat  

Hasil Wawancara :  

Aplikasi E-Procurement pada LPSE dapat meningkatkan 

transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa dikarenakan 

aplikasi LPSE memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih 

akurat dan relevan, sehingga dengan proses pengadaan barang dan 

jasa yang dilakukan dalam LPSE yang sesuai pada prosedur maka 

akan mengurangi adanya praktik korupsi atau penyalagunaan 

keuangan di suatu instansi pemerintahan. 

 

2) Menurut anda (Ibu/bapak) apa saja manfaat dari aplikasi LPSE? 

Hasil Wawancara :  

Aplikasi LPSE memberikan banyak manfaat pada suatu instansi 

pemerintahan dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, 

seperti memberikan waktu yang lebih efisien dikarenakan proses 

pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan melalui aplikasi dan tidak 

perlu survei langsung ke penyedia barang dan jasa,  bahkan bisa di 

lakukuaan proses tawar menawar antara pembeli atau instansi 

dengan penyedia, selain itu isntansi dapat melakukan perbandingan 

harga dengan kualitas yang sama kepada beberapa toko daring 

penyedia, sehingga tidak perlu melakukan survei secara langsung 
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atau menghubungi toko terkait yang tentunya dapat menghemat 

waktu. 

3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan aplikasi 

LPSE 

Hasil Wawancara : 

Kendala yang biasanya dihadapi saat mengkaplikasikan aplikasi 

LPSE yaitu jaringan yang kurang memadai, apabila banyak yang 

mengakses aplikasi LPSE. Menurut beliau, sebelumnya aplikasi 

LPSE memiliki batas maksimum user untuk login aplikasi tersebut, 

sehingga kemungkinan penyebab terganggunya dalam mengakses 

aplikasi dikarenakan sudah mencapai batas maksimum user yang 

telah login aplikasi LPSE 

 

4) Menurut anda apa Solusi yang seharusnya dilakukan agar  dapat 

meminimalisir atau mengatasi kendala tersebut 

Hasil wawancara : 

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi 

LPSE, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ ) seharusnya 

dapat meningkatkan kualitas jaringan untuk mengakses aplikasi 

LPSE, seperti menambah jumlah akses login, sehingga proses 

pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar tanpa 

adanya kendala. 
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b) Hasil Wawancara Bersama dengan Ibu Dewi Astuti Chairiah Amd.Ak, 

selaku bendahara pengeluaran  

1) Apakah E-Procurement dapat meningkatkan transparansi dalam 

proses pengadaan barang dan jasa di inspektorat  

Hasil Wawancara :  

Ya, dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa dapat 

meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di Inspektorat 

kabupaten Tanah Laut, proses pembayarannya pun menjadi lebih 

mudah. Dengan jejak digital yang tercatat otomatis, bendahara lebih 

terlindungi secara administrasi karena semua transaksi bisa 

dibuktikan  

2) Menurut anda (Ibu/bapak) apa saja manfaat dari aplikasi LPSE? 

Hasil Wawancara :  

Banyak sekali manfaat dari aplikasi LPSE, salah satunya proses 

pengadaan tidak perlu dilakukan secara manual. Semua dokumen 

dan proses bisa diakses dan dikelola secara online. Ini menghemat 

biaya operasional serta mempercepat pekerjaan bendahara dalam 

mengelola pembayaran. 

3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan aplikasi 

LPSE  

Hasil Wawancara : 

Kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi LPSE yaitu 

lambatnya akses login ke aplikas LPSE dikarenakan jaringan yang 

kurang stabil. 

4) Menurut anda apa solusi yang seharusnya dilakukan agar  dapat 

meminimalisir atau mengatasi kendala tersebut 

Hasil wawancara : 

Solusi yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir kendalan 

yang dihadapi dalam kualitas yang kurang memadai, maka di 

harapkan agar dapat meningkatkan kualitas jaringan internet  
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5.4  Transparansi E-Procurement di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 

 E-Procurement melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) telah 

secara signifikan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan 

jasa di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Dengan sistem ini, setiap transaksi yang 

dilakukan dicatat secara digital, sehingga memudahkan pelaporan keuangan yang 

lebih akurat dan relevan. Hasil wawancara dengan Ibu Za’arina Humairah, Plt 

Sekretaris, menegaskan bahwa aplikasi ini memungkinkan pengawasan yang lebih 

ketat terhadap setiap tahapan pengadaan, sehingga meminimalisir kemungkinan 

terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi. Transparansi ini juga 

ditunjang oleh fitur-fitur dalam LPSE yang memungkinkan publik untuk 

mengakses informasi terkait pengadaan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat bahwa proses pengadaan dilakukan dengan adil dan terbuka, serta 

mengurangi potensi kecurangan. 

5.5 Manfaat Penggunaan E-Procurement pada LPSE  

Penggunaan E-Procurement di LPSE memberikan banyak manfaat yang 

signifikan bagi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Beberapa manfaat utama yang 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

a)   Efisiensi Waktu dan Biaya 

Proses pengadaan barang dan jasa menjadi  lebih cepat karena semua tahapan 

dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan survei langsung ke 

penyedia. Hal ini menghemat waktu dan biaya operasional, seperti akomodasi 

dan transportasi. Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Astuti Chairiah, 

bendahara pengeluaran, menunjukkan bahwa proses pengadaan yang tidak 

lagi manual mempermudah pengelolaan dokumen dan mempercepat 

pembayaran. 

b) Kemudahan Akses dan Pemantauan 

Dengan aplikasi LPSE, pengguna dapat dengan mudah membandingkan 

harga dari berbagai vendor. Ini memungkinkan pengadaan dilakukan dengan 

biaya yang lebih kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, semua 

dokumen dan transaksi dapat diakses secara online, sehingga memudahkan 

pemantauan dan audit. 
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c) Peningkatan Akuntabilitas 

Sistem E-Procurement mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan. Semua transaksi yang dilakukan tercatat dengan jelas, memberikan 

bukti yang diperlukan jika terjadi audit. Hal ini juga memberikan 

perlindungan bagi bendahara dan pegawai yang terlibat dalam pengadaan. 

5.6 Kendala dan Upaya dalam Implementasi E-Procurement  

 Salah satu kendala utama adalah jaringan internet yang tidak stabil, yang 

dapat menghambat akses ke aplikasi LPSE, terutama saat banyak pengguna 

yang masuk secara bersamaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

sebelumnya terdapat batas maksimum jumlah pengguna yang dapat login, 

yang menyebabkan gangguan saat ada lonjakan pengguna. solusi untuk 

menghadapi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas jaringa 

internet. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan   

1. Flowchart alur pemesanan barang di  LPSE pada Inspektorat Kabupaten 

Tanah Laut meliputi dari 4 divisi, yaitu Pemesan, Vendor, Bendahara dan 

Administrasi umum yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. 

2. E-Procurement dapat meningkatkan transparansi karena LPSE 

memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan relevan, 

sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan keuangan di suatu 

instansi, selain itu bendahara lebih terlindungi secara administrasi karena 

semua transaksi tercatat secara digital dan dapat dibuktikan. 

3. Manfaat dari LPSE yaitu memberikan waktu yang lebih efisien, dalam 

sistem proses tawar menawar dapat dilakukan, selain itu penyedia juga 

bisa membandingkan harga secara langsung antara bebebrapa vendo.r 

4. Kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian LPSE yaitu jaringan 

internet yang kurang memadai sehingga membuat terhambatnya login 

untuk melakukan transaksi, solusi untuk menghadapi kendala tersebut 

yaitu dengan meningkatkan kualitas jaringa internet. 

6.2  Saran  

 Memperkuat kualitas jaringan internet di instansi agar akses LPSE lebih 

stabil dan cepat. Hal ini penting untuk menghindari kendala saat banyak 

pengguna yang mengakses secara bersamaan. Selain itu untuk UKPBJ agar 

dapat kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan koneksi 

yang stabil dan cepat. Pertimbangkan untuk meningkatkan bandwidth agar 

dapat mengakomodasi jumlah pengguna yang tinggi. Semakin tinggi 

bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirimkan dalam waktu yang 

sama, yang berarti koneksi internet atau jaringan akan lebih cepat dan 

responsif. 
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